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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024
	Pemohon
	:
	Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A. 
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 1)

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya 

	Pihak Terkait I
	:
	H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP dan Asep Sopari Al-Ayubi, S.P. 

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 2)

	Pihak Terkait II
	:
	Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan H. Iip Miptahul Paoz 

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 3)

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	 Senin, 26 Mei 2025

	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan secara online ke Mahkamah pada tanggal 27 April 2025 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah tidak sah dengan alasan-alasan yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, bahwa menurut Pemohon, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 karena Termohon tidak melaksanakan PSU sesuai tahapan-tahapan yang ditentukan, seperti tidak membuka kembali pendaftaran pasangan calon secara terbuka dan setara; Kedua, bahwa menurut Pemohon, Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 serta peraturan perundang-undangan yang relevan; dan, Ketiga, bahwa menurut Pemohon, Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Cecep Nurul Yakin tetap aktif menjabat sebagai wakil bupati tanpa menjalani cuti selama kampanye sehingga bisa menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan aparatur sipil negara, kepala desa, kepala dinas, dan kepala puskesmas, serta perangkat RT dan RW untuk memenangkan suara di PSU secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta melakukan money politics secara masif di 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. 
Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, membatalkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, mendiskualifikasi calon urut Nomor 2 Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi, serta Calon Urut Nomor 3 Hj. Ai Diantani Ade Sugianto tanpa mencoret pasangan calon Iip Miftahul Faoz, dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tasikmalaya dengan melakukan semua tahapan pemilihan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 24 April 2025 (Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 35/2025), Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 35/2025 pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, Pukul 02.19 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah secara online pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025, pukul 12.02 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.


Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, yang menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut diduga karena Pihak Terkait I (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Pihak Terkait II (Pasangan Calon Nomor 3) memperoleh suara dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum in casu Putusan Mahkamah Konstitusi 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 sehingga seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon a quo, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait  I adalah tidak beralasan menurut hukum;


Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016  dalam perkara a quo, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 karena Termohon tidak melaksanakan PSU sesuai tahapan-tahapan yang ditentukan, seperti tidak membuka kembali pendaftaran pasangan calon secara terbuka dan setara; Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 serta peraturan perundang-undangan yang relevan; Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Cecep Nurul Yakin tetap aktif menjabat sebagai wakil bupati tanpa menjalani cuti selama kampanye sehingga bisa menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan aparatur sipil negara, kepala desa, kepala dinas, dan kepala puskesmas, serta perangkat RT dan RW untuk memenangkan suara di PSU secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta melakukan money politics secara masif di 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.
Setelah Mahakamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, Keterangan Bawaslu Tasikmalaya dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Pertama, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 karena Termohon tidak melaksanakan PSU sesuai tahapan-tahapan yang ditentukan, seperti tidak membuka kembali pendaftaran pasangan calon secara terbuka dan setara, menurut Mahkamah, untuk memahami maksud dan konsekuensi hukum dari suatu putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi, maka amar putusan tidak dapat dibaca secara terpisah-pisah atau parsial, melainkan harus dimaknai secara menyeluruh dan utuh sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan hukumnya. Prinsip in totum (secara utuh) ini merupakan kaidah fundamental dalam hukum acara yang menjamin konsistensi makna dan keterpaduan implementasi putusan. Di samping itu, pertimbangan hukum putusan pengadilan adalah merupakan ratio decidendi dari amar putusan yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari suatu putusan in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut, Mahkamah secara tegas dan eksplisit hanya mendiskualifikasi satu calon, yaitu H. Ade Sugianto, sebagaimana termuat dalam amar angka [2] dan diperjelas kembali dalam amar angka [6] dan angka [7]. Mahkamah tidak menyatakan bahwa keseluruhan proses pencalonan dari semua pasangan calon harus diulang atau bahwa semua calon wajib melakukan pendaftaran ulang. Justru, dalam amar angka [6], Mahkamah secara eksplisit menyatakan: "Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024."
Bahwa rumusan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 telah jelas menunjukkan bahwa Mahkamah memerintahkan penggantian pada salah satu pasangan calon yaitu H. Ade Sugianto sebagai calon bupati, tanpa mempersoalkan keabsahan pasangan calon lainnya. Dengan demikian, keharusan untuk mengusulkan pengganti dan melalui proses verifikasi pencalonan hanya berlaku untuk pasangan calon pengusung H. Ade Sugianto. Dalam kaitan ini, pada pertimbangan hukum Paragraf [3.15], Mahkamah menegaskan bahwa: "... Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto, namun dalam hal ini tetap mengikutsertakan H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon...". Dengan kata lain, perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 sama sekali tidak memerintahkan untuk dilakukannya penggantian pasangan calon bupati dan wakil bupati lain selain H. Ade Sugianto. Oleh karena itu, jangankan untuk mengganti pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lain, untuk mengganti calon wakil bupati yang semula menjadi pasangan calon H. Ade Sugianto yang bernama H. Iip Miptahul Paoz pun tidak dapat dibenarkan. Sehingga, tidak ada relevansinya untuk mengharuskan dilakukannya pendaftaran kembali untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lain selain pengganti H. Ade Sugianto yang telah didiskualifikasi oleh Mahkamah pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Dengan demikian, dengan tidak diharuskannya adanya pendaftaran kembali untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang lain selain pengganti H. Ade Sugianto, maka tidak ada relevansinya pula untuk dilakukan verifikasi ulang terhadap semua pasangan calon selain pengganti calon bupati H. Ade Sugianto yaitu Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. yang berpasangan dengan H. Iip Miptahul Paoz sebagai calon wakil bupati. Sebab, terhadap pasangan lain telah terverifikasi pada pemilihan sebelumnya yang tidak dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. 

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan PSU sesuai tahapan-tahapan yang ditentukan, terutama tidak membuka kembali pendaftaran pasangan calon secara terbuka dan setara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedua, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Nomor 10 tahun 2016 dan PKPU terkait  a quo poin angka 9, menurut Mahkamah, dalil a quo disampaikan tanpa uraian yang memadai mengenai bentuk pelanggaran dan objek yang dimaksudkan, serta hubungan kausal antara tindakan Termohon dengan norma yang dilanggar. Terhadap hal tersebut, jika yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan pencalonan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, menurut Mahkamah bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang sedang dipersoalkan dalam perkara a quo merupakan kelanjutan dan satu rangkaian tidak terputus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 (Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024). Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang memerintahkan diselenggarakannya PSU di Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan dalam Paragraf [3.16] putusan tersebut, Mahkamah menyatakan: “...diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024...”. Dengan demikian, seluruh tahapan, prosedur, dan norma hukum yang berlaku dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 tetap berlaku dan mengikat dalam pelaksanaan PSU dimaksud, termasuk ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Terlebih, berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 addressat-nya adalah berkaitan dengan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terpilih dan belum menduduki jabatan secara definitif. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya mempersoalkan posisi Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. yang ketika mendaftar untuk menggantikan calon Bupati H. Ade Sugianto telah menjadi anggota DPRD Tasikmalaya yang definitif berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.445-Pemotda/2024 tentang peresmian pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tasikmalaya masa Jabatan tahun 2024-2029, bertanggal 29 Agustus 2024. Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 baru selesai diucapkan pada tanggal 21 Maret 2025 yang merupakan rangkaian proses baik pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024 maupun PSU yang dilaksanakan tanggal 19 April 2025, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025.
Bahwa berdasarkan fakta hukum yang disampaikan oleh Termohon dan Pihak Terkait II, Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. telah lengkap menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon Bupati Tasikmalaya, termasuk menyertakan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Surat Pengunduran Diri Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.190-Pemotda/2025 tentang Peresmian Pemberhentian Antar-waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Atas Nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. Selanjutnya oleh Termohon, dilakukan verifikasi faktual terhadap dokumen pengunduran diri tersebut kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 12 Maret 2025, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 14/PL.02.2-BA/3206/2025. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pencalonan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. tidak melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 dan telah diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf t PKPU Nomor 1 Tahun 2020 yang berbunyi, “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:… t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;… “.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 serta peraturan perundang-undangan, seperti UU 10/2016 dan PKPU yang relevan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Ketiga, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Cecep Nurul Yakin tetap aktif menjabat sebagai Wakil Bupati tanpa menjalani cuti selama kampanye sehingga dapat menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Kepala Dinas, dan Kepala Puskesmas, serta perangkat RT dan RW untuk memenangkan suara di PSU secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta melakukan money politics secara masif di 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, Mahkamah mempertimbangkan berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Cecep Nurul Yakin, tidak cuti selama masa kampanye, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Cecep Nurul Yakin telah mendapat persetujuan cuti selama masa kampanye. Hal demikian sebagaimana telah dibuktikan dengan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 2430/KPG.11.05/PEMOTDA Perihal Mencabut Rekomendasi Sebelumnya dan Menyetujui Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tahun 2025 yang di dalamnya menerangkan bahwa Gubernur Jawa Barat menyetujui izin Cuti di Luar Tanggungan Negara dalam rangka melaksanakan kampanye pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tahun 2025 di Kabupaten Tasikmalaya dari tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025 kepada pejabat atas nama H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP dengan jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya.

Bahwa selanjutnya berkenaan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Cecep Nurul Yakin, berupa penyalahgunaan kekuasaan untuk menggerakkan aparatur sipil negara, kepala desa, kepala dinas, kepala puskesmas, serta perangkat RT dan RW, serta melakukan politik uang secara masif di 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan kejelasan dan bukti yang dapat meyakinkan dari Pemohon  mengenai hal-hal sebagai berikut: pertama, nama desa secara spesifik sebagai locus yang dimaksud terjadinya politik uang; kedua, identitas pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian maupun penerimaan uang; ketiga, jumlah uang yang diberikan dalam rangka memengaruhi pemilih; dan keempat, bukti transaksi pemberian uang, dokumentasi yang relevan yang mendukung dalil tersebut. Oleh karena itu, dengan ketidakjelasan empat hal tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah menyalahi prinsip hukum acara yang berlaku umum, yaitu pihak yang mendalilkan adanya suatu pelanggaran wajib membuktikan dalil tersebut. Dalam doktrin hukum pembuktian dikenal asas “actori incumbit probatio”, yaitu beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan dalil. Terhadap hal tersebut, telah ternyata bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah yang dapat membuktikan tentang hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Di sisi lain, Termohon telah membantah secara tegas dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa selama tahapan PSU tidak terdapat temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ataupun politik uang, sebagaimana dibuktikan dengan tidak adanya laporan yang teregistrasi, dan tidak adanya putusan atau rekomendasi pelanggaran sebagaimana dimaksud.


Begitu juga keterangan dari Pihak Terkait I yang menerangkan bahwa tidak pernah melakukan praktik politik uang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Meskipun di sisi lain Pihak Terkait II mendukung dalil Pemohon, namun Mahkamah berpendapat bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pihak Terkait II (termasuk bukti video) tidak cukup meyakinkan Mahkamah untuk menjawab pokok permasalahan. Terlebih, Keterangan Pihak Terkait II tersebut tidak sejalan dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagai lembaga pengawas Pemilihan yang dalam keterangannya menyampaikan bahwa tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran TSM maupun politik uang yang terbukti selama pelaksanaan PSU. Menurut Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, beberapa laporan dugaan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, atau dicabut oleh pelapor, dan/atau tidak didukung dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Cecep Nurul Yakin tetap aktif menjabat sebagai Wakil Bupati tanpa menjalani cuti selama kampanye serta melakukan money politics secara masif di 351 desa pada Kabupaten Tasikmalaya adalah tidak beralasan menurut hukum.

berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Terlebih, terhadap permohonan a quo tidak ditemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.


Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025 menyatakan  Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A. adalah Pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025, menyatakan Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A. adalah adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 1. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya adalah 1,973,411 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sebelas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Tasikmalaya Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah 0,5% x 886.782 suara (total suara sah) =  4.434 suara. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait I dan Pemohon adalah 465.150 suara - 152.557 suara =  312.593 suara (35,24%)  atau melebihi 4.434 suara;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Andaipun memiliki, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. 
Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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